PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUSAHAAN
AERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

b

bahwa dalam rangka mewujudkan program Jakarta
sebagai Kota Jasa, salah satu sarananya adalah
denvan mengembangkan jasa Pengelolaan Air Limbah;

bahwa Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah
Penoelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
khususnya menyangkut wilayah kerja, modal, dan
usaha, belum memadai untuk mencapai tujuan tersebut
dalam butir a ;

bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas, perlu mengubah Peraturan
Daerah Daerah Khusus Ibuykota Jakarta Nomor 10 Tahun
1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air
Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan
Peraturan Daerah. .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang - Perusahaan
Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 87);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lem-

baran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3215);




.
.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik
Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang
Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun
1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3353);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
. tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9., Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990
tentang Tata Cara KerJasama Antara Perusahaan Daerah
dengan Pihak Ketiga;

11. Peraturan ‘Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pinjaman Perusahaan
Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal
7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan
Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

13, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahdn,

14, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah
Daerah Khusus Ibukota -Jakarta;

15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Llngkungan Dalam
Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan
Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
10 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun  1994/1995-
1998/1999.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

. MEMUTUSKAN

¢ ‘
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA. '




Pasal I

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10
Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air
Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah
disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
658.313.1-1165 tanggal 24 Desember 1991 dan diundangkan
dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1
Tahun 1992, Seri D Nomor 1 tanggal 28 Januari 1992,
diubah sebagai berikut

A. Pasal 1 huruf k diubah dan harus dibaca sebagai
berikut

k. Wilayah kerja adalah wilayah kegiatan Perusahaan
Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Setelah huruf o ditambah dengan huruf p dan q Dbaru
dan harus dibaca sebagai berikut

p. Air limbah adalah semua cairan vang berasal dari
kegiatan proses produksi dan kegiatan usaha
lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.

q. Sistem setempat adalah sistem pengelolaan air
limbah dimana sumber air limbah, instalasi
pengumpul, dan pengolahannya terletak dalam satu
lokasi, seperti Tangki Septik, Instalasi Peng-
olahan Air Limbah (IPAL) yang permanen, maupun
yang berpindah-pindah (mobile).

A

B. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut

Pasal 4

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat
di Jakarta dan dapat mempunyai Kantor Cabang serta
Kantor Unit Pelaksana Usaha dengan Wilayah kerja di
Daerah Khusus Ibukota Jaka;ta.

C. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut

Pasal 5

(1) Perusahaan Daerah bertujuan membantu dan
menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam
rangka meningkatkan kualitas lingkungan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
memberikan jasa pelayanan penyaluran air limbah
dan pengumpulan melalui sistem perpipaan, sistem
setempat serta pengolahannya.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah menetapkan
kebijakan penempatan Instalasi Pengolahan . Al
Limbah (IPAL) yang merupakan salah satu .bagic
dari fasilitas umum dan fasilitas " sos

perkotaan. :
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(3) Untuk menyelenggarakan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini,
Perusahaan Daerah melaksanakan kegiatan antara
lain sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja jangka
pendek, menengah dan panjang dalam rangka
pengembangan sistem penyaluran air limbah dan
pengolahannya;

b. Menyusun dan melaksanakan program survai,
pendataan, analisis, mempersiapkan ketentuan/
pedoman teknis pelayanan sistem jaringan
perpipaan, dan pengolahan air limbah;

c. Membangun sarana dan prasarana air limbah
sesuai dengan rencana dan biaya yang telah
ditetapkan;

d. Mengoperasikan dan memelihara jaringan pipa
dan instalasi pengolahan yang telah dibangun,
sehingga menghasilkan buangan yang memenuhi
baku mutu;

e. Melayani permohonan pemasangan sambungan pipa
air limbah dalam wilayah pelayanannya;

f. Mengawasi kualitas air limbah pelanggan yang
akan diolah agar memenuhi kriteria instalasi
vang telah ditetapkan; ‘

g. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat
tentang rencana Pemerintah Daerah di Bidang
pembangunan jaringan - pipa air limbah dan
pengolahannya;

h. Menyelenggarakan pemungutan tarif jasa
pelayanan pembuangan air limbah dan
pemungutan pendapatan lain yang sah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

i. Menyelenggarakan hubungan kerja  dengan
berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagai-
mana ditetapkan.

D. Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8
r

Jenis dan besarnya Tarif Jasa atas pelaksanaan usaha
Perusahaan Daerah, ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah atas usul Direksi melalui
Badan Pengawas.



E. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut.
Pasal 9

(1) Modal Perusahaan Daerah adalah seluruh harta
kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

(2) Modal dasar Perusahaan Daerah - ditetapkan
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar‘rupiah).

(3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) pasal ini, Modal yang ditempatkan adalah
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(4) .Dari modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) pasal ini, jumlah yang disetor
adalah senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh
lima miliar rupiah).

F. Pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut.
Pasal 11

(1) Penambahan modal Perusahaan Daerah ini dapat
diperoleh dari : '

tambahan modal dari Pemerintah Daerah;
bantuan modal dari Pemerintah Pusat;
pemupukan dana Perusahaan Daerah;
sumber-sumber dana lain yang sah.

aan o

(2) setiap penambahan modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan: Daerah ini mulai Dberlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan
nya dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1997

BRWAKILAN RAKYAT DAERAH
KHYSUS IBUKOTA JAKARTA
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor
‘tanggal : T

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor
Tahun Seri Nomor Tanggal

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




